Form A.00.00
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

N

0]4

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Alamat : JI.Raya Timur No.52 Banjaran Kab.Bandung 40377

Nomor Telepon - 022-5940131

Penjelasan Umum : Bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan yang disertai dengan

peningkatan volume usaha BPRS semakin meningkat pula risiko
BPRS sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata
kelola yang harus memenuhi prinsip syariah. BPRS Amanah
Rabbaniah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam POJK
No0.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan pelaporan tata kelola
pada posisi laporan tahun ini berdasarkan data Desember 2023.
Harapannya dengan pelaporan tata kelola ini sebagai bahan
evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku
kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta
mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.
Untuk pemenuhan target jangka pendek, Bank telah memenuhi
komitmen pemenuhan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta
Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG),
yaitu : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus
diantaranya : 1. Melakukan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direktur yang membawahi Kepatuhan, 2.
Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi Komite Pengurus, 3.
Melakukan penyempurnaan pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan, 4. Mempersiapkan
pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen
yang memadai, 5. Penerapan fungsi kepatuhan audit internal dan
eksternal, 6. Penyempurnaan SOP dan kebijakan yang berkaitan

dengan GCG.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.24.46 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id

1 dari 1



Form A.01.10 ™

: : OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
“ Nama Anggota Direksi Tugas dan Tanggung Jawab
Roni Pahrul Sani Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
1 untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Siswanto Sejati Direktur yang Menjalankan Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab untuk
2 Kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh

ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Keterangan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.24.07 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.01.21

. OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Oj( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

‘“ Nama Anggota Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab

1 Farid Wajidi Tahin Komisaris Utama Komisaris Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2 Irfan Safrudin Komisaris Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi kepada Direksi

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.25.05 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.01.22

NI & | OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah Oj( |f<%?i?xNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

‘ Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab

AHMAD HASAN RIDWAN Anggota DPS Membantu Ketua DPS untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2

560/01/BS-AR/VIII/23 02-08-2023 039/01/BS-AR/1/2024 22-01-2024

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.26.09 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.01.30

. . OTORITAS
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Oj( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

1 Komite Audit
2 Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan
Nominasi

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.26.24 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.02.10 ) N
( |OTOHITAS

Kepemilikan Saham Anggota Direksi JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah
Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.26.45 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.03.10 ) g N
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS Oj( |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

No Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan
Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham
1

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.26.57 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.04.10 L

- . . - | OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris ( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nama Anggota Dewan Komisaris Kepemilikan Saham
BPRS Perusahaan Lain
Nominal (Rp) Persentase Kepemilikan (%) Nama Perusahaan Persentase(oz)epemilikan
1 Farid Wajidi Tahin 1.951.400.000 26,02 NIHIL 0,00
2 Irfan Safrudin 37.600.000 0,50 NIHIL 0,00

Keterangan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.31.28 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.05.20 L g
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS OJ( |?J&“'TA5

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.32.01 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



) g N
Form A.05.30 " | OTORITAS
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris oj( |ff§ﬁﬁmm

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.33.49 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



) SN

Form A.05.40

: OTORITAS
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Oj( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
I e e I S

AHMAD HASAN RIDWAN PT BPRS Baiturridha Pusaka Ketua DPS

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.34.12 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.06.10 P

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ( |?g&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A  Remunerasi
1. Gaji 2 684.304.932,00 2 349.424.292,00 1 53.825.100,00
2. Tunjangan 2 84.000.000,00 2 0,00 1 0,00
3. Tantiem 2 502.928.336,00 2 208.495.946,00 1 27.956.242,00
4. Bonus 2 18.477.007,00 2 7.446.060,00 1 1.166.211,00
5. Kompensasi Berbasis Saham 2 0,00 2 0,00 1 0,00
6. Remunerasi-Lainnya 2 88.831.764,00 2 35.798.364,00 1 5.606.781,00
Total Remunerasi 1.378.542.039,00 601.164.662,00 88.554.334,00
B Fasilitas Lain
1. Perumahan 2 0,00 2 0,00 1 0,00
2. Transportasi 2 96.000.000,00 2 0,00 1 0,00
3. Kesehatan 2 0,00 2 0,00 1 0,00
4. Fasilitas Lain-Lainnya 2 0,00 2 0,00 1 0,00
Total Fasilitas Lain 96.000.000,00 0,00 0,00
c  Total Remunerasi dan Fasilitas Lain 1.474.542.039,00 601.164.662,00 88.554.334,00

Keterangan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.34.38 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form A.06.10 o

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ( |Jog&mms

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.34.38 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2



Form A.07.00 U

. . . : i, * | OTORITAS
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
oew | e |
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 1,05
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi 2,54
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang 1,00
tertinggi
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi 2,94
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 0,57
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 4,34

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.35.09 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.08.10

. . . OTORITAS
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat Oj(
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
I I e =
09-01-2023 4 Progress Pembukaan Kantor Kas Kopo
2 26-01-2023 4 Hasil audit KAP tahun 2022, Persiapan RUPS
3 25-08-2023 4 Hasil KHP OJK, Progress Kantor Kas Kopo dan Rencana Umroh Pemegang Saham.
4 12-06-2023 70 Evaluasi Kinerja Semester |- 2023

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.35.29 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.08.20

. N . OTORITAS
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat Oj(
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nama Anggota Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran (%)
Farid Wajidi Tahin 4 0 100,00
2 Irfan Safrudin 1 0 25,00

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.35.49 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.08.30 F

: : OTORITAS
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat ( |KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

- Tanggal Rapat Jumlah Peserta Agenda Rapat

10-01-2023 Pemeriksaan dan uji petik terhadap data produk pembiayaan dan pendanaan dalam rangka
pemenuhan pelaporan DPS dan kesesuaian dengan prinsip syariah

9 08-08-2023 1 Pemeriksaan dan uji petik terhadap data produk pembiayaan dan pendanaan untuk memastikan
kesesuaian dengan prinsip syariah.
13-11-2023 1 Pemeriksaan dan uji petik data produk pendanaan dan pembiayaan untuk memenuhi
3 kesusuaian prinsip syariah, dan pembahasan Pedoman Pembiayaan produk Murabahah yang
disosialisasikan pihak OJK pada tanggal 31 Oktober 2023 dan produk asuransi syariah.
4 16-10-2023 1 Pembahasan dan rekomendasi DPS terhadap penempatan deposito melalui platform

DepositoBPR.id

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.36.24 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.08.40

OTORITAS
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat Oj( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

. Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (%)

AHMAD HASAN RIDWAN 4 0 100,00

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.36.38 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.09.00 ) SN
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) ( |

| OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahun
Sebelumnya Sebelumnya L (LT T Sebelumnya L (LT T Sebelumnya

Tahun Laporan

Total Fraud
Telah Diselesaikan
Dalam Proses Penyelesaian

Belum Diupayakan Penyelesaiannya

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

o o o o o

o o o o o

Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum

Keterangan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.37.30 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.10.00 N

| &7 | OTORITAS
Jumlah Permasalahan Hukum JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap 0 0

Dalam Proses Penyelesaian 0 0

Total

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.37.50 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.11.00 L g
OTORITAS
( |JASA

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan A AN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.38.08 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form A.12.00

: : : . OTORITAS
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Ql( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
. TanggaIDF;?]r;yaluran Deskripsi Kegiatan Pihak Penerima Dana Jumlah (Rp)
31/01/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah. Persatuan Islam (PERSIS) 4.655.500

2 28/02/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan lembaga  PERSIS, Posyandu Banjaran Wetan 1.650.000
lain.

3 27/03/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan lembaga  PERSIS dan Posyandu Nusa Indah 1.675.000
lainnya.

4 28/04/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan Lembaga PERSIS, Polsek Banjaran 1.900.000
kepolisian

5 24/05/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan PPI Banjaran dan Posyandu Nusa Indah 600.000

6 27/06/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan Lembaga PERSIS dan Posyandu Nusa Indah 3.775.000
Posyandu desa.

7 26/07/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah Persatuan Persatuan Islam (PERSIS) 2.404.000
Islam.

8 31/08/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah, lembaga desa PERSIS, Posyandu Nusa Indah dan Parmusi 2.700.000
dan Ormas

9 25/09/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan di lingkungan jamiyah Persatuan Islam. PERSIS 3.550.000

10 30/10/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan ke beberapa lembaga. MI Nurhayati, PW PERSIS 1.350.000

11 30/11/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah PERSIS dan  PERSIS, SMPIT Cendikia Qur'an 1.550.000
lembaga lain.

12 29/12/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan posyandu PERSIS dan Posyandu Nusa Indah 1.050.000
desa.

13 28/02/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah dan himpunan PERSIS, HIPPI 2.800.000
pengusaha.

14 10/03/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan renovasi Panti Muhammadiyah Cibeunying 500.000

15 28/04/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan sosial di lembaga jamiyah. PP Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) 23.944.000

16 31/05/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan lembaga di lingkungan jamiyah Persistri. PP Persistri 2.382.000

17 24/07/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partisipasi kegiatan beasiswa pesantren PPI Banjaran, PPI Katapang 9.700.000

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.38.35 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form A.12.00

N[ & | OTORITAS
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Oj( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
. TanggaIDF;tra]r;yaluran Deskripsi Kegiatan Pihak Penerima Dana Jumlah (Rp)
30/08/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan shodaqgoh pendirian Graha BPRS Asbisindo Pusat 4.800.000
19 31/10/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan Donasi Palestina dan kegiatan Manasik Haji LAZ PERSIS dan PERSIS 6.750.000
20 30/11/2023 Kegiatan Sosial Sumbangan partsisipasi kegiatan Musyawarah Kerja PP Persistri 5.000.000

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.38.35 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2



Form B.00.00

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

'd\( OTORITAS
JASA

KEUANGAN

Nama BPRS
Periode Laporan
Alamat

Nomor Telepon
Modal Inti

Total Aset

Bobot Faktor

Status Audit Ekstern
Nilai Komposit
Peringkat Komposit

Analisis

- PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
- 31-12-2023

: JI.Raya Timur No.52 Banjaran Kab.Bandung 40377

- 022-5940131

: 11.873.385.805,00

: 137.779.547.025,00

: B

: Tidak Diaudit

1,6

21

. Kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola BPRS Amanah

Rabbaniah posisi Desember 2023 sudah mempertimbangkan
seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur,
mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan
tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Hasil identifikasi
permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya akan dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan, sedangkan yang menjadi kekuatan
dalam penerapan tata kelola akan terus diupayakan dipertahankan
dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tanggal Cetak

24/07/2025 14.38.55 WIB

Dicetak Oleh

rendra@bprsar.co.id 1 dari 1



Form B.00.01 ¥

OTORITAS
Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Bobot Faktor - B

e o e . Penjumlahan Total Nilai Faktor .
Faktor Bobot Nilai Struktur (S) | Nilai Proses (P) Nilai Hasil (H) S+P+H Sesuai Bobot Kesimpulan

Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,200 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi Direksi sudah sesuai dengan yang
diharapkan.

Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,150 0,61 0,65 0,20 1,46 0.22 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris Dewan Komisaris berlangsung Baik.

Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan 0,100 0,60 0,74 0,14 1,48 0.15 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

tanggung jawab DPS DPS sudah cukup baik.

Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas

fungsi Komite atau fungsi Komite belum ada di BPRS-
AR.

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan 0,075 0,84 0,40 0,20 1,44 0.1 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

BPRS kegiatan BPRS baik.

Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan 0,075 1,00 0,80 0,20 2,00 0.15 Penanganan benturan kepentingan yang
dilakukan BPRS cukup baik.

Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan 0,075 0,70 0,80 0,20 1,70 0.13 Pelaksanaan penerapan fungsi
kepatuhan di BPRS-AR cukup baik.

Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern 0,075 0,60 0,80 0,18 1,58 0.12 Pelaksanaan fungsi audit intern cukup
baik.

Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,10 1,00 0.03 Pelaksanaan penerapan fungsi audit
ekstern cukup baik.

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 0,075 1,00 0,92 0,20 2,12 0.16 Penerapan manajemen risiko termasuk

pengendalian intern sistem pengendalian internal BPRS-AR
cukup baik.

Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana 0,050 1,00 0,80 0,10 1,90 0.10 Pelaksanaan batas maksimum
penyaluran dana BPRS-AR cukup baik.

Faktor 10: Rencana bisnis BPRS 0,050 0,50 0,40 0,10 1,00 0.05 Pelaksanaan rencana bisnis BPRS-AR
cukup baik.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.10 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form B.00.01 N

OTORITAS
Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola ( |#{%?J'?3.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Bobot Faktor - B
Faktor Bobot Nilai Struktur (S) | Nilai Proses (P) | NilaiHasil (H) | PSniumiahan | Total filal Faktor
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 0,050 1,00 0,60 0,15 1,75 0.09 Pelaksanaan transfaransi kondisi
keuangan keuangan dan non keuangan BPRS-AR
cukup baik
Nilai Komposit 1.6
Peringkat Komposit Sangat Baik
2 dari 2

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.10 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id



Form B.01.00
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

oK

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor
pusat BPRS.
3 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda

sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota
Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.

4 Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan
diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota
Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi
dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

5 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan,
badan usaha, atau lembaga lain.

6 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:
a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya
membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang
memiliki target waktu tertentu;
b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang
lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu
dan biaya pekerjaan; dan
c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

BPRS mempunyai Modal Inti sebesar Rp 11.873.385.805,- Jumlah Direksi ada 2 (dua) orang,
Direktur Utama yaitu Roni Pahrul Sani,SE,MM, dan Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan yaitu Siswanto Sejati,SE

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS di
Banjaran-Kab.Bandung yaitu Direktur Utama, Roni Pahrul Sani,SE,MM bertempat tinggal di
Kp.Bojongsereh RT 03/01 Ds.Lebkawangi Kec.Arjasari Kab.Bandung, sedangkan Direktur,
Siswanto Sejati,SE bertempat tinggal di Sarijadi Blok IV No.66 Kel.Sarijadi Kec.Sukasari Kota
Bandung

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh Direksi sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui
RUPS berdasarkan Surat OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau
lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional sebagai konsultan.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.37 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id

1 dari 3



Form B.01.00

, _ 9 | OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi O’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota
anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan
kerja, dan pengaturan rapat. rapat.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak 1 Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan
wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. tanggung jawab kepada pihak lain.

2 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, 2 Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PEAI serta hasil
auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang
Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

3 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 2 Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
kepada Dewan Komisaris dan DPS. Dewan Komisaris dan DPS.

4 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan 1 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis sudah
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan anggaran dasar BPRS.
anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.

5 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 1 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan
memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
perundang-undangan.

6 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang 2 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara
jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan
keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu. Selama tahun 2023 pihak Direksi
mengembangkan kualitas individu. mengalokasikan untuk biaya Pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari total biaya tenaga kerja.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.37 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 3



Form B.01.00

: : OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan
tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. dan Prinsip Syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 11
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,57
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,63

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham 1 Pelaksanaan tugas Direksi sudah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui
melalui RUPS. RUPS tahun buku 2022 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023.

2 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh 2 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian sudah diungkapkan oleh Direksi
Direksi kepada pegawai. kepada pegawai.

3 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis 2 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis sudah dibuat
dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.
terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan. Selama tahun 2023 Direksi mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

4 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 2 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja
dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai
BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. ekspektasi Pemangku Kepentingan. Selama tahun 2023 BPRS-AR mengadakan pelatihan untuk

seluruh SDI baik itu Pengurus atau Karyawan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali pelatihan
dengan instruktur dari internal dan eksternal serta penyelenggaraan baik offline maupun online.

5 Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang 2 Laporan penerapan tata kelola akan disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan
saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku
Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS. Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS seperti website milik perusahaan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 9
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,80

Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,18

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.37 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 3 dari 3
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. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat
tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar
rupiah):

Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris.

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):
Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.

Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau
hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang
bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

BPRS mempunyai modal inti Rp 11.873.385.805,- Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang
yang terdiri dari : Komisaris Utama, Drs.H.Farid Wajidi Tahin,MM dan Komisaris, Dr.H.Irfan
Syafrudin,M.Ag

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 orang sehingga tidak melampaui jumlah anggota
Direksi yang berjumlah 2 orang.

Komisaris Utama, Drs.H.Farid Wajidi Tahin,MM bertempat tinggal di JI.Pratista Timur,
Kecamatan Antapani Kota Bandung, sedangkan Komisaris, Dr.H.Irfan Syafrudin,M.Ag bertempat
tinggal di Jalan Tubagus Ismail,Kec.Coblong Kota Bandung sehingga keduanya bertempat
tinggal dekat dengan kantor pusat BPRS di Banjaran-Kab.Bandung

BPRS saat ini belum mempunyai Komisaris Independent dikarenakan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

BPRS saat ini belum mempunyai Komisaris Independent dikarenakan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

24/07/2025 14.39.56 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id

1 dari 4



Form B.02.00

o 9 | OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris O’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan
Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa diangkat melalui RUPS berdasarkan Surat OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016.

jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa
jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 1 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPRS lain
bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada
Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.
perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 1 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai
semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
atau anggota Direksi.

9 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat 1 Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi
bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja,
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. waktu kerja, dan pengaturan rapat.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 11

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,22
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,61

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 2 Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan
dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan rekomendasi atau nasihat tertulis yang tertuang dalam risalah rapat. Selama tahun 2023 Dewan
ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian. Komisaris mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali (pertemuan langsung (tatap muka).

2 Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 1 Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan
Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi Komisaris sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. BPRS.

3 Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai 2 Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS,
kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank
batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.56 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 4
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Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris O’( JASA
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Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau
rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS,
Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.
dan/atau rekomendasi dimaksud.

5 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 2 Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota (empat) kali selama tahun 2023.

Dewan Komisaris.

6 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan 1 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan berdasarkan musyawarah
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS.
mufakat tidak tercapai.

7 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, 2 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak
BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas
selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

8 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok 1 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang
fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. memerlukan tindak lanjut Direksi.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 13

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,63
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,65

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 2 Risalah rapat Dewan Komisaris sudah dibuat oleh Dewan Komisaris dan sudah
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.

Dewan Komisaris.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.56 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 3 dari 4
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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e e T S
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.39.56 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 4 dari 4
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Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan 1 Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini berjumlah 1 (satu) orang yaitu Dr. H.Ahmad
paling banyak 3 (tiga) orang. Hasan Ridwan,M.Ag sebagai anggota DPS.
2 DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) 1 Ketua dan anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah
lembaga keuangan syariah lain. lain.
3 DPS mendapatkan fasilitas kerja. 2 DPS belum mendapatkan fasilitas kerja secara maksimal dikarenakan rapat pertemuan DPS di
kantor sangat terbatas belum dilaksanakan secara intensif.
4 DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk 1 DPS sudah memiliki 1 (satu) orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. tanggung jawab DPS.
5 Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan 1 "Setiap anggota DPS sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat
diangkat melalui RUPS. melalui RUPS berdasarkan surat dari OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016. "
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,20
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,60

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi 1 Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS akan memperhatikan rekomendasi Komite
Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS. BPRS sudah
RUPS. membuat aturan tertulis terkait Remunerasi Pengurus dan Karyawan pada bulan Desember

2021.

2 DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang 2 DPS sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
Baik.

3 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan 2 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS sudah memberikan nasihat dan saran
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Syariah.

4 Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 2 Anggota DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
tanggung jawab secara optimal. jawab secara optimal.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.40.17 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 3
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS selama tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali
pertemuan di kantor yang terdokumentasikan dengan baik.

6 Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk 2 Pengambilan keputusan rapat DPS sudah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
tercapai.

7 Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, 2 Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 13

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,86
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,74

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap
setiap semester. semester.

2 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.

3 Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan 2 Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan sebagian ada yang tidak didokumentasikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting
opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan. opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.

4 Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta 1 Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sudah diungkapkan dalam
diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS. laporan penerapan tata kelola BPRS.

5 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS 2 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam
dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan
pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.40.17 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 3
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Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,40
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,14

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.40.17 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 3 dari 3
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan 0 BPRS belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite
komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola
penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah. bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 0

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 0,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi 0 Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
audit intern.
2 Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 0 Komite Pemantau Risiko belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan
penerapan fungsi manajemen risiko. fungsi manajemen risiko.
3 Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas 0 Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif
secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 0
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 0,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko 0 Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko belum diberikan oleh
diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh
Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS. Direksi BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 0
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 0,00

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.40.38 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2
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T s
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,00

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.40.38 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 BPRS sudah mengajukan PE Kepatuhan dengan kriteria salah satunya memiliki pengetahuan
rupiah): dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah untuk mendapat persetujuan dari
SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di OJK pada bulan Desember 2021.

bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional
perbankan syariah.

2 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 1 BPRS sudah memiliki PE Audit Internal sejak Januari 2016 yang sudah memenubhi kriteria
rupiah): memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di
bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional
perbankan syariah.

3 Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 2 SDM yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa
dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman BPRS sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas
mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. perbankan syariah dan perlu ditingkatkan ke depan dengan pendidikan dan pelatihan yang

intensif.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 5
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,67
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,84

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN- 1 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru sudah memperhatikan fatwa DSN-MUI
MUI dan mendapat opini DPS. dan mendapat opini DPS.

2 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa 1 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah
BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS. sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.41.18 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2
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Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 2 BPRS sudah menjalankan standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana,
dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah. penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah, ke depan perlu
disempurnakan terutama yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana.
2 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap 2 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
Prinsip Syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 4
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.41.18 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai 2 BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan
benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS,
Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan
dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. kepentingan dalam risalah rapat. BPRS berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aturan

terkait dengan benturan kepentingan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan 2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang
pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS. atau mengurangi keuntungan BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS 2 BPRS akan mendokumentasikan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi
diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik. keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.09 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form B.06.00 L g
, OTORITAS
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

I s T
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.09 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2



Form B.07.01 L e
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan
paling sedikit:
a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran
dana.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan 1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. yang berkaitan dengan perbankan syariah.

3 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 1 "BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Untuk
rupiah): pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRS sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance terhadap operasional BPRS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan."

unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi kepatuhan.

4 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun 2 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan
dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

5 BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 2 BPRS sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi
bagi SKP atau PE Kepatuhan. PE Kepatuhan dan akan disempurnakan dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur

kepatuhan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,40

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.24 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 3



Form B.07.01 L e
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan O’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Bobot (S) 0,50

Nilai (S) 0,70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau
dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah.

3 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga
kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan
untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, 2 PE Kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. undangan dan Prinsip Syariah.

5 SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan 2 PE Kepatuhan sudah melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai
dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
dan Prinsip Syariah.

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, atau PE Kepatuhan berkoordinasi
Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
terhadap Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 12
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.24 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 3



Form B.07.01 L
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan Ql(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nilai (P) 0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
1 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, 2 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang 2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur kepatuhan sudah disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada
utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi Dewan Komisaris.

yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 2 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang
dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.24 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 3 dari 3



Form B.07.02 L g
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern Ql(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 1 "BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS

rupiah): sudah menunjuk PE Audit Internal pada bulan Januari 2016."
BPRS membentuk SKAI.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah):
BPRS menunjuk PEAI.
2 BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. 1 BPRS sudah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
3 SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain. 1 PEAI melaksanakan tugasnya secara independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4 SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 1 PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5 BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia 2 BPRS belum memiliki secara lengkap program pengembangan sumber daya manusia yang
yang melaksanakan fungsi audit intern. melaksanakan fungsi audit intern, akan tetapi untuk proses rekrutment sudah dilaksanakan pada
Desember 2021 dengan merekrut 1 SDI baru di bagian audit internal.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,20
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,60
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
1 BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan 2 BPRS sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit
fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.

BPRS dan masyarakat.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.39 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 3



Form B.07.02
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar "BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak
rupiah): wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang funQS| audit intern."

BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3

(tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar

pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern,
sehingga diberikan nilai 2.

3 Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang 2 BPRS sudah melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan memadai yang mencakup
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil
audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. audit, dan tindak lanjut hasil audit.

4 BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara 2 BPRS sudah melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan PE

atau staf Al dalam pelatihan internal atau eksternal.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 8
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI 2 Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada Direktur Utama dan
kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. kepatuhan.

2 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus 2 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal
(dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan
usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. Tata Kelola BPRS.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.39 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 3



Form B.07.02
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

) g
QK

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan 31 Desember 2023

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak waijib dilakukan dan disampaikan,
sehingga diberikan nilai 2.

4 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (H)
Nilai (H)

"BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan
hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan dlsampalkan

1 "BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan
pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan."

1,75
0,10
0,18

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.42.39 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id

3 dari 3



Form B.07.03 L g
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Ql(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan 1 "Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):
puluh miliar rupiah): BPRS sudah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris."

Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan
Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.

Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh miliar rupiah):

BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan

Komisaris.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 1

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan 1 Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa
mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan
kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 1

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.43.45 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form B.07.03

. : OTORITAS
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Ql( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS
permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh sudah disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
KAP yang ditunjuk.

2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 1 Cakupan hasil audit BPRS oleh KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa
akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

3 Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan 1 Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) sudah disampaikan kepada
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,10

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.43.45 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2



Form B.08.00 T i
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Ql( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar 2 "BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS
rupiah): sudah menunjuk PEMR (sementara dirangkap PE Kepatuhan) yang sudah diajukan kepada OJK
BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. pada bulan Desember 2021."

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):

BPRS membentuk SKMR.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

BPRS menunjuk PEMR.

2 BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan 2 BPRS sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan
penetapan limit risiko. limit risiko, dan akan segera dibuatkan kebijakan tersebut seiring dengan sudah diangkatnya PE

Manajemen Risiko.

3 BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi 2 BPRS sudah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi
manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko. untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.03 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 3



Form B.08.00

9 | OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern O’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Direksi paling sedikit mencakup: "Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melaksanakan tugasnya terkait dengan
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; fungsi Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman

penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh
Direksi; jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait
c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara
d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2)
dengan manajemen risiko; eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan."
e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen;
dan

f. bertanggung jawab atas:
1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan
2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.

2 Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: 3 "Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi
b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d.
¢. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
manajemen risiko; dan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris."

d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3 DPS paling sedikit mencakup: 3 "DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan
a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
Prinsip Syariah; dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah."

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

4 BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 2 BPRS sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.

5 BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2 BPRS sudah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

6 BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan 2 BPRS sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi
penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. bank pembiayaan rakyat syariah.

7 Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang 2 Direksi sudah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen
terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.

mengenai manajemen risiko.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 16

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.03 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 3



Form B.08.00

L e
: - . : OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern O’( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
e e T
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,29
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,92

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada 2 Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) akan disampaikan kepada Otoritas
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.03 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 3 dari 3



Form B.09.00 L g
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait 2 BPRS sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan
dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait,
kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta
penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari
bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.

BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis 2 BPRS sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan
terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait,
undangan. kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta

pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.

2 Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran 2 Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sudah
dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan
kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 4

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.16 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form B.09.00

) OTORITAS
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana Ql( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang
dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala melanggar dan/atau melampaui BMPD sudah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank
mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. pembiayaan rakyat syariah. Laporan dikirim setiap bulan dalam Lapbul BPRS via Apolo.

2 BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam 1 BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan
dana bank pembiayaan rakyat syariah. rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,10

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.16 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2



Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

oK

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
sesuai dengan visi dan misi BPRS.

2 Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.

3 Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk
memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur
yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan
kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (S)
Nilai (S)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha
BPRS;
b. prinsip kehati-hatian;
c. asas perbankan yang sehat; dan
d. Prinsip Syariah.

2 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana
bisnis BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (P)
Nilai (P)

1,00
0,50
0,50

1,00
0,40
0,40

BPRS sudah menyusun rencana bisnis oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai
dengan visi dan misi BPRS.

Rencana bisnis BPRS sudah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau
rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai rencana bisnis BPRS.

Rencana bisnis BPRS sudah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat
permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain
sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.

"Rencana bisnis BPRS sudah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor
ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-
hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah."

Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis
BPRS.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.31 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id

1 dari 2



Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

m ( | OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

31 Desember 2023

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis,
laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis
BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana

bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (H)
Nilai (H)

1,00
0,10
0,10

Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi
rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sudah disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.31 WIB Dicetak Oleh

rendra@bprsar.co.id

2 dari 2



Form B.11.00

' isi 9 | OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan O’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh 2 BPRS sudah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh
sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk
kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi 1 BPRS sudah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling
paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan
mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai
komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

2 BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, 2 BPRS sudah menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan
laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada),
tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan
pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi
perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
rakyat syariah.

3 BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan 2 BPRS sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta
serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan
Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. konsumen sektor jasa keuangan.

4 BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan 1 BPRS sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.42 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 1 dari 2



Form B.11.00

T
. - OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Oj( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,50
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan 1 Laporan keuangan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan
mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
transparansi kondisi keuangan BPRS.

2 Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan 2 Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen sudah disampaikan secara tepat
disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta
bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,50
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,15

Tanggal Cetak 24/07/2025 14.44.42 WIB Dicetak Oleh rendra@bprsar.co.id 2 dari 2
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Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
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Laporan Penerapan Tata Kelola

Setelah memperhatikan dan membaca Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023, maka kami
menyetujui Laporan tersebut dengan rincian sebagaimana tersebut di atas.

Kab.Bandung, 31 Januari 2024
BPR Syariah Amanah Rabbaniah

\

Roni Pahrul Sani Farid Wajidi Tahin

Direktur Utama Komisaris Utama

Jl. Raya Timur No.52 Banjaran Kab. Bandung 40377, Telp.(022) 5940131, 5943129
@ www.bprsar.co.id
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Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS AMANAH RABBANIAH

Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit
1,57 1

Analisis

BPRS Amanah Rabbaniah telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan
yang ditetapkan dalam POJK 24/POJK.03/2018, namun demikian masih
terdapat kekurangan infrastruktur yaitu belum disempurnakannya pedoman
salah satunya pedoman pembiayaan.

Untuk itu sebagaimana komitmen kami terhadap hasil pemeriksaaan OJK
tahun 2023, maka kami telah berusaha memperbaiki penerapan tata kelola
terutama yang berkaitan dengan pengendalian internal dan penerapan
manajemen risiko. Sesuai dengan arahan OJK, fokus kami ada pada
pemantauan pembiayaan large exposure, perbaikan kualitas analisa dan
pengelolaan aset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko padal
struktur organisasi yang ada di BPRS Amanah Rabbaniah.

(Kab.Bandung, 31 Januari 2024)

JI. Raya Timur No.52 Banjaran Kab. Bandung 40377, Telp.(022) 5940131, 5943129
@ www.bprsar.co.id
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